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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh 

pembebasan bersyarat, maka dapat disimpulkan bahwa : 

 Pemenuhan dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang 

pelaku memperoleh pembebasan bersyarat, tidak terlepas pada pemenuhan hak-

hak yang didapatkan pada korban maupun realisasi dari adanya Undang-Undang 

No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas Perubahan UU 

No.13 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut mengatur pemenuhan hak-hak pada 

korban yang diatur Pasal 5. Pemenuhan hak-hak korban tidak terlepas pada 

keberadaan lembaga LPSK sebagai yang memutuskan layak maupun tidak layak 

korban diberikan perlindungan. Keberadaan LPSK yang tidak ada disetiap daerah 

menghambat dalam procedure pegajuan untuk mendapatkan hak-haknya dengan  

hal ini sangat berbelit-belit, dampak yang terjadi yakni menyebabkan tidak dapat 

mengakomodir hak-hak yang seharusnya korban dapatkan. Perlindungan korban 

dalam penerapan dari Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban atas Perubahan UU No.13 Tahun 2006. Kedudukan korban 

yang tidak dapat masuk dalam sistem peradilan tidak dapat memberikan ruang 

kepada korban untuk memberikan pertimbangan kepada jaksa 
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penuntut umum dalam membuat tuntutan maupun menyampaikan keinginkan 

korban dalam mendapatkan keadilan ,perlunya pengaturan yang lebih lanjut. 

B. SARAN 

Setelah melakukan penelitian tentang Perlindungan  Hukum Bagi Korban 

Tindak Pidana Yang Pelaku Memperoleh Pembebasan Bersyarat, maka penulis 

mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi ,yaitu: 

a. Perlunya pemerintah untuk mengatur lebih lanjut kedudukan korban dalam 

proses pemberian pertimbangan atas pembebasan bersyarat yang diperoleh 

narapidana dalam perwujudan akan pemenuhan hak-hak korban dan merevisi 

kembali Undang-Undang UU No. 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 13 

Tahun 2006  untuk  mempermudahkan korban dalam mendapatkan hak-haknya 

dengan cara memberikan keterwakilan lembaga LPSK di setiap daerah Provinsi 

,bukan berpusat pada Jakarta serta pemberian kewenangan secara yuridis dalam 

memberikan pertimbangan ,sebagai upaya keterlibatan korban secara aktif dalam 

mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.    

b. Perlunya Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta Menteri Hukum dan HAM  

dalam memberikan pertimbangan dan pemutusan secara selektif serta 

memperketat pemberian hak pembebasan bersyarakat terhadap narapida, hal ini 

sebagai antisipasi narapidana agar tidak   mengulangi perbuatan pidana (residivis). 
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